
  

 

 
PERATURAN DAERAH  KABUPATEN PURWAKARTA 

 
NOMOR :   8  TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PURWAKARTA, 

 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pemberlakuan 

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit, Keputusan Bupati Purwakarta 
Nomor 445/kep.616-RSUD BA/2010 tentang 
Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten 
Purwakarta, dan rekomendasi Komite Akreditasi 
Rumah Sakit, maka struktur organisasi Rumah 
Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten 
Purwakarta dipandang sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan 
penataan kembali terhadap struktur organisasi 
rumah sakit tersebut;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu 
mengubah Peraturan Daerah Kabupaten 
Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.   



  

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3893); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara   (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 



  

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang 
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 
2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5049; 

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor 100 Tahun 2000 
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4018); sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002  Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4194); 

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah,  Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah    (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 



  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Satuan Polisi Pamong Praja (LNRI Tahun 
2010 Nomor 9, TLNRI Nomor  5094);  

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Daerah;  

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten 
Purwakarta; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga 
Teknis Daerah. 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 
dan 

BUPATI PURWAKARTA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2008 
TENTANG PEMBENTUKAN  LEMBAGA TEKNIS 
DAERAH. 

   
                     Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah  
diubah  sebagai berikut : 
1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 

berbunyi sebagai berikut : 

 


